
                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA 

NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG 

PAJAK REKLAME 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH JAYA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18b Undang-Undang 

Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan 
Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 
15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
menegaskan komitmen untuk menyelesaikan 

konflik Aceh secara damai, menyeluruh, 
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, 
dan para pihak bertekad untuk menciptakan 

kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh 
dapat diwujudkan melalui suatu proses yang 

demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame 
merupakan pajak kabupaten dan menjadi 

salah satu sumber Pendapatan Asli Kabupaten 
yang potensial sekaligus wujud peran serta 

masyarakat dalam pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya; 

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kabupaten 
Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak 
Reklame tidak sesuai lagi sehingga perlu 

diganti; 



                                                                                                                                         
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf  a, huruf 
b dan huruf c, perlu membentuk Qanun  

tentang Pajak Reklame; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4740 ); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 

Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4179); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4189); 



                                                                                                                                         
 

 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438 ); 

10. Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

 



                                                                                                                                         
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258) sebagaimana telah dubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5154);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 

tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 

Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 32); 

18. Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  
Tata  Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh 
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Aceh Nomor 38);  

19. Qanun  Kabupaten Aceh Jaya  Nomor  3  Tahun  

2010 tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 
2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Qanun  Kabupaten 

Aceh Jaya  Nomor  3  Tahun  2010 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran 
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2);   



                                                                                                                                         
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA 

dan 

BUPATI ACEH JAYA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK REKLAME. 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut 

Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh 
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang 
diberi wewenang khusus untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang 
selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah 
unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten 

yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Jaya. 

3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati 
adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya  
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang 

dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil. 

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak 
Kabupaten adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 

dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, 
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 



                                                                                                                                         
 

 

6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 
reklame. 

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media 
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 

tujuan komersial dan atau memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan atau untuk 
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 

orang atau badan yang ditempatkan, dapat dilihat, 
dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh 
umum. 

8. Reklame  Papan / Billboard, Shop Sign, Shop 
Panel, Baliho, Neon Box adalah reklame yang 

terbuat dari papan kayu, calib rate, vinyle 
termasuk seng atau bahan lain yang sejenis 
dipasang atau digantungkan atau dipasang pada 

bangunan halaman bangunan. 

9. Reklame Videotron / Megatron / Large Elektronik 

Disply adalah reklame atau iklan bersinar dengan 
gambar atau tulisan bewarna  yang dapat 
berubah–ubah, terprogram dan difungsikan 

dengan tenaga listrik. 

10. Reklame kain / baliho adalah reklame yang 
menggunakan bahan kain termasuk kertas, 

plastik, karet atau bahan lain yang sejenis. 

11. Reklame Melekat, sticker atau reklame yang 

berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan 
cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 
untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau 

digantungkan pada suatu benda. 

12. Reklame sebaran adalah reklame yang berbentuk 

lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara 
disebarkan, diberikan atau diminta dengan 
ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, 

dipasang, digantungkan pada suatu benda. 

13. Reklame Berjalan, termasuk kenderaan adalah 
reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada 

kenderaan yang diselenggarakan dengan 
mempergunakan kenderaan atau dengan dibawa 

oleh orang. 

14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggaran 
di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat 

udara atau alat lain yang sejenis. 
15. Reklame Apung adalah reklame yang 

diselenggarakan di atas air dengan 
mempergunakan alat bantu sejenis. 



                                                                                                                                         
 

16. Reklame Film/Slide adalah reklame yang 
diselenggarakan dengan cara mempergunakan 
klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan 

sejenis lainnya sebagai alat yang diproyeksikan 
atau dipancarkan pada layar atau benda lain 

dalam ruangan. 
17. Reklame peragaan adalah reklame yang 

diselenggarakan dengan cara memperagakan 

suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 
18. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana 

atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa 

buah reklame. 
19. Nilai strategis titik reklame adalah ukuran nilai 

yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan 
reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan 
pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek 

kegiatan di bidang usaha reklame. 
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan 

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada 

wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 
21. Insentif pemungutan pajak adalah tambahan 

penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan 

atas kinerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan pajak.  

22. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 
23. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik atau organisasi 



                                                                                                                                         
 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

25. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) tahun kalender. 

26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, 
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

27. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat SKPK adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak yang terutang. 

28. Surat Setoran Pajak Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat SSPK adalah  bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

29. Surat Tagihan Pajak Terutang Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat STPTK adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa denda. 

30. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar 
yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak kerena jumlah kredit 
pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang 

atau seharusnya tidak terutang. 

31. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil yang 

selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat 

keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam 

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat 
Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten 



                                                                                                                                         
 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Kabupaten, Surat 
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 

Keberatan. 
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat 

keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat  Ketetapan 
Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak 

Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan 

Pajak Kabupaten Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
34. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar 

wajib pajak yang lalai atau terlambat melunasi 

pembayaran pajak. 
35. Banding adalah upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak 
terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan 
banding berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 
36. Keputusan Banding adalah putusan badan 

peradilan pajak atas banding terhadap Surat 

Keputusan Keberatan  yang diajukan oleh wajib 
pajak. 

37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah adalah  serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang  tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan 
tersangkanya. 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas 
penyelenggaraan reklame.   

       
Pasal 3 

(1) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan 
reklame, meliputi :  

 
a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, 

Shop Sign, Shop Panel, Baliho Neon Box; 

b. Reklame Kain, Banner, Sun Screen, Shelter Bus; 



                                                                                                                                         
 

 

c. Reklame Melekat, Sticker, Outlet Painting; 

d. Reklame Selebaran; 

e. Reklame Berjalan, termasuk pada kenderaan 
(Car Panel); 

f. Reklame Udara; 

g. Reklame Apung; 

h. Reklame Suara; 

i. Reklame Film/Slide; dan  
j. Reklame Peragaan.  

(2) Dikecualikan  dari objek pajak sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat (1) adalah : 

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, 
televisi, radio, warta harian, warta mingguan,  
warta bulanan dan yang sejenisnya; 

b. label/merk produk yang melekat pada barang 
yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk 
membedakan dari  produk sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaha atau profesi yang 
dipasang melekat pada bangunan tempat 

usaha atau profesi diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan yang mengatur nama 
pengenal usaha atau profesi tersebut;  

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; 

dan 

e. penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan 
untuk kepentingan ibadah dan sosial. 

Pasal 4 

Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan Reklame.  

 
  Pasal 5 

(1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang menyelenggarakan reklame. 

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri 

secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, 
wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau 

Badan tersebut.   
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui 

Pihak Ketiga maka Pihak Ketiga tersebut 

menjadi  wajib pajak Reklame. 
 



                                                                                                                                         
 

BAB III 

   DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF  

   DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

   Pasal 6 

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai 
sewa Reklame. 

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak 
ketiga, maka nilai sewa reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

nilai kontrak reklame.  

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai 

Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, 
bahan yang digunakan, lokasi penempatan, 

waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah 
dan ukuran media reklame.  

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau 
dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame 

ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperhitungkan dengan memperhatikan nilai 
strategis titik reklame, jenis, jangka waktu 

penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.  

(6) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Bupati.  

(7) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

(8) Besarnya nilai sewa reklame ditetapkan sebagai 

berikut : 
a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron  

atau yang sejenis : 
1. 

2. 

3. 

4. 

Ukuran s/d 2 M2 

Ukuran 2 M2 s/d 4 M2 

Ukuran 4 M2 persegi s/d 6 M2 

Ukuran 6 M2 ke atas  
dikali Rp. 1.500/M2 

Rp.    875.000,- 

Rp. 1.750.000,- 

Rp. 2.625.000,- 

b. Reklame kain atau yang sejenis : 
1. 

2. 

3. 

4. 

Ukuran s/d 2 M2 

Ukuran 2 M2 s/d 4 M2 

Ukuran 4 M2 persegi s/d 6 M2 

Ukuran 6 M2 ke atas dikali  

Rp. 2.000/M2 

Rp. 437.000,- 

Rp. 612.000,- 

Rp. 875.000,- 

 



                                                                                                                                         
 

c. Reklame melekat, sticker atau yang sejenis : 

1.

2. 
 

3. 

Ukuran 20 cm2 /lembar  

Ukuran 20 cm2 s/d  
50 cm2 /lembar   

Ukuran 50 cm2 /lembar ke atas 

Rp.     5.000,- 

 
Rp.   10.000,- 

Rp.   15.000,- 

d. Reklame Selebaran : 

1.

2. 

 

 3. 

Ukuran 20 cm2 /lembar  

Ukuran 20 cm2 s/d  

50 cm2 /lembar   

Ukuran 50 cm persegi/ 

lembar ke atas 

Rp.     5.000,- 

 

Rp.  10.000,- 

 

Rp.  15.000,- 

e. Reklame berjalan,termasuk pada kenderaan sejenis : 

 Ukuran s/d 3 M2  

Ukuran 3 M2 persegi ke atas 

Rp.     600.000,- 

Rp.  2.000.000,- 

f.  Reklame Udara 

 Ukuran s/d 3 M2  

Ukuran 3 M2 ke atas  

Rp.  1.500.000,- 

Rp.  2.000.000,- 

g. Reklame Apung : 

 Ukuran s/d 3 M2/tampilan  

Ukuran 3 M2 ke atas/tampilan 

Rp.  1.500.000,- 

Rp.  2.500.000,- 

h. Reklame Film / Slide : 

 Ukuran s/d 3 M2/tampilan  

Ukuran 3 M2 ke atas/tampilan  

Rp.      40.000,- 

Rp.  1.000.000,- 

 
Pasal  7 

Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua 

puluh lima persen)  

Pasal  8 

(1) Nilai strategis titik reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan 
berdasarkan klasifikasi: 

a. Lokasi biasa/umum, nilai sewa sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 7.  

b. Lokasi strategis, nilai sewa ditambah 100 % 

(seratus persen). 
c. Lokasi atau pada sarana Pemerintah 

Kabupaten, nilai sewa ditambah sebesar 15 % 
(lima belas persen). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 9 

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar 

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
6 ayat (8). 

 



                                                                                                                                         
 

 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK 

Pasal 10 

Pemungutan Pajak yang terutang dilakukan di 

wilayah Kabupaten yang meliputi letak objek Pajak. 

Pasal 11 

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 

kalender. 

(2) Saat yang menentukan Pajak terutang adalah 

menurut keadaan objek Pajak pada tanggal 1 
Januari. 

 
 

BAB V 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN  

Pasal 12 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

(2) Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang 

berdasarkan SKPK.  

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPK 

pada Kas Daerah Kabupaten.  

(4) SKPK, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar 
bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan.  

(5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
Pajak dengan dikenakan sanksi denda sebesar 2% 
(dua persen) sebulan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara 
Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, 
Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 



                                                                                                                                         
 

 

Pasal 13 

(1) Untuk optimalisasi pemungutan, memudahkan 

wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran, 
dan terlaksananya tertib administrasi 

pemungutan Pajak, Bupati menunjuk Bank 
sebagai tempat pembayaran dan menetapkan 
rekening penerimaan pembayaran Pajak.   

(2) Penunjukan Bank dan penetapan rekening 
penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.  

Pasal 14 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPK, STPK, 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya 

dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 15 

(1) Bupati dapat menerbitkan STPK jika: 

a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam 

STPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa denda sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima 
belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 

(3) SKPK yang tidak atau kurang dibayar setelah 
jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dan ditagih melalui STPK.  
 

BAB V 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 16 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati  atau pejabat yang ditunjuk atas 
suatu: 



                                                                                                                                         
 

 
a. SKPK; 

b. SKPKLB;  

c. SKPKN; dan  

d. Pemotongan atau pemungutan Pajak oleh pihak 

ketiga berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan.  

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap 
keputusan mengenai keberatannya yang 
ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengajuan dan penyelesaian keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(4) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, 

dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah Pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 

dengan Pajak yang telah dibayar sebelum 
pengajuan keberatan. 

(5) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditolak atau dikabulkan sebagian, 

dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan 
Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang 

telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. 

 

BAB VII 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 17 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena 

jabatannya, Bupati  dapat membetulkan SKPK, 
STPK, SKPKN atau SKPKLB yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

 



                                                                                                                                         
 

 

(2) Bupati dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda dan 
kenaikan Pajak yang terutang menurut 

peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan 
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 

karena kesalahannya; 
b. mengurangkan atau membatalkan SKPK, STPK, 

SKPKN atau SKPKLB yang tidak benar; 

c. membatalkan  hasil pemeriksaan  atau 
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau 

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan; dan 

d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang 

berdasarkan pertimbangan kemampuan Wajib 
Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif dan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 18 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak 
dapat mengajukan permohonan pengembalian 

kepada  Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB IX 

KEDALUWARSA  

Pasal 19 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, 
kecuali apabila  Wajib Pajak melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah. 



                                                                                                                                         
 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat 

Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat 
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya 

menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah 
Kabupaten. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 20 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi 
karena hak untuk melakukan penagihan sudah 

kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 

Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah 

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.  
 

BAB X 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 21 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak 
dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kabupaten. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. 
 



                                                                                                                                         
 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun 

Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Pajak Reklame (Lembaran  Daerah Kabupaten Aceh 
Jaya Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 23 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya. 

 
   Disahkan di Calang 

          pada tanggal 12 Agustus 2014 M 
   16 Syawal  1435 H 

 
                            BUPATI ACEH JAYA, 

Cap/Dto 

                            AZHAR ABDURRAHMAN 

 

Diundangkan di Calang 

pada tanggal 12 Agustus 2014 M 
               16 Syawal  1435  H 

 
           SEKRETARIS DAERAH 
         KABUPATEN ACEH JAYA, 

                  Cap/Dto 

                   T. IRFAN. TB 
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